BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 39 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

bahwa guna optimalisasi pengelolaan PAD sektor pajak daerah dan
memperkecil rentang kendali penggalian potensi, penagihan dan
pengawasan pajak daerah dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan
Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang
Bawang, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah

pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang —Undang Nomor
43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Tulang Bawang Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3667);



¢

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);,

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;



Menetapkan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Nomor 09);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang
Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang,
Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang

Bawang.



7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daecrah yang terutang oleh orang peribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya yang disebut UPT adalah Unsur
Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang

Bawang.

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT
adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Pajak Daerah.

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya
disebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah Kepala Sub Bagian
Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Pajak Daerah.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional
pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.

12. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BABII
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk 9 (sembilan) UPT Pelayanan Pajak
Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut
1. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I dengan wilayah kerja
Kecamatan Banjar Agung;

2. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II dengan wilayah kerja
Kecamatan Banjar Margo;

3.  UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III dengan wilayah kerja
Kecamatan Menggala;

4. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV dengan wilayah kerja
Kecamatan Rawajitu Selatan dan Rawajitu Timur; '

e
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UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V dengan wilayah kerja
Kecamatan Gedung Meneng dan Dente Teladas;

UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah VI dengan wilayah kerja
Kecamatan Gedung Aji Baru dan Penawartama;

UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah VII dengan wilayah kerja
Kecamatan Penawar Aji dan Rawa Pitu;

UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah VIII dengan wilayah kerja
Kecamatan Gedung Aji dan Meraksa Aji;

UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IX dengan wilayah kerja

Kecamatan Menggala Timur dan Banjar Baru.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3
UPT merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pendapatan yang
berkedudukan di kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT
yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Dinas.
Kedudukan dari UPT sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah
sebagai berikut :
a. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah 1 berkedudukan di
Kecamatan Banjar Agung;

b. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II berkedudukan di
Kecamatan Banjar Margo;

¢. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III berkedudukan di
Kecamatan Menggala;

d. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV berkedudukan di
Kecamatan Rawa Jitu Selatan;

e. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V berkedudukan di
Kecamatan Dente Teladas;

f. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah VI berkedudukan di

Kecamatan Penawar Tama,

g. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah VII berkedudukan di
Kecamatan Rawa Pitu;
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h. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah VIII berkedudukan di
Kecamatan Gedung Aji;

i. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IX berkedudukan di

Kecamatan Menggala Timur;

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis
operasional Dinas Pendapatan dalam Bidang Pajak Daerah berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan

Bupati ini, UPT mempunyai fungsi :

a.

Pelaksanaan sosialisasi peraturan-peraturan daerah berkenaan dengan
pajak daerah;

Penyusunan rencana penerimaan pajak daerah;

Pelaksanaan pendapatan pendaftaran terhadap objek pajak daerah dan
subjek pajak daerah;

Penyampaian Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD),
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SOP), Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat
Tagihan Pajak Daerah (STPD);

Pelaksanaan penagihan pajak daerah terhutang;

Pelaksanaan koordinasi dengan camat dan aparat kampung dalam
melakukan pengelolaan pajak daerah,;

Penyampaian laporan bulanan. Triwulan, semester, dan tahunan kepada
Kepala Dinas yang memuat capaian realisasi pajak daerah;

Pelaksanaan kajian analisa tertulis sistem penagihan dan pemungutan
pajak daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
Penyelenggaraan administrasi dan keuangan UPT;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya;



BAB IIT
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

a. Kepala UPT
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Struktur Organisasi UPT tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB1V
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPT
Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengendalikan,

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPT sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Kepala Dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan

Bupati ini, Kepala UPT mempunyai fungsi :

a.

Pelaksanaan sosialisasi peraturan-peraturan daerah berkenaan dengan
pajak daerah;

Pengelolaan administrasi yang terkaitan dengan kegiatan penyampaian
surat pemberitahuan pendataan, pendaftaran, penagihan dan pemungutan
pajak daerah;

Pelaksanaan koordinasi dengan Camat, Aparat Kampung dalam
melaksanakan pengelolaan pajak daerah;

Pelaksanaan kajian dan analisa tertulis sistem penagihan dan
pemungutan pajak daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli
Daerah;

Penyampaian laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
Pembinaan pada UPT;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.



Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9
Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT yang dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 10
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia dilingkungan UPT.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan

Bupati ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja dan dokumen kerja tahunan dan penilaian
kinerja UPT;

b.  Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan dan
kepegawaian serta sarana perasarana di lingkup UPT;

c. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan serta penerimaan
dan tunggakan pajak daerah yang meliputi verifikasi dan pembukuan,
analisa dan pelaporan realisasi dan tunggakan;

d. Penyusunan program dan penerimaan teknis operasional pajak;

€. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Tata Usaha kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga dalam jabatan
fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya, yang
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.



Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan
fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya,
yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua
kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala UPT.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan UPT.

BABYV
ESELONISASIL, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama
Eselon Jabatan
Pasal 14
(1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV a.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan struktural
eselon IV b.
(3) Pejabat Fungsional pada UPT merupakan Jabatan Non Struktural.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dan
Jabatan Fungsional
Pasal 15

(1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala UPT dilakukan

oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata

Usaha pada UPT dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
(3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional pada

UPT dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 16
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural/jabatan
fungsional diberikan tunjangan jabatan struktural/fungsional setara dengan
tunjangan jabatan eselon/jabatan fungsional yang ditetapkan untuk jabatan
befsangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

-



BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17
Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VII
TATA KERJA
) Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata
Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integritas, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan maupun
dengan instansi lain;

(2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas kedinasan di lingkup UPT;

(3) Kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan

menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugasnya;

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang
BawangNomor 59 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan
Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tulang Bawang.

PARAE KOORDINA
AL BUPATY 1. 3,
SEKDAKAR  1-..2
ASISTEN T |-

ASISTEN I /? : BUPATI TULANG BAWANG,

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 7 NOEENLU 2015

-
e

ASISTEN M
ASISTEN IV |..
 RABAGHUKYS | =

Mo ) ) 1 L G2 D

ol ¥ HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 2 WVopembes 2015

SEKRET S DAERAH
KABUPATENN TULANG BAWANG,

; (/\m'{

RIMIR MIRHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 2 €
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 2 NWZM()QJQO 15

BUPATI TULANG BAWANG,

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 2 ND()QMJQQ( 2015

S DAERAH
KABUPATENX TULANG BAWANG,

l/\.v\_,;\"

RIMIR MIRHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : }9
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LAMPIRANT : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR
TANGGAL

2 TAHUN 2015
. 2= Nopember

2015

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH I

I S D B -

g 7
Y ASI
.

L e
p
s

=
)
R

VAl BUP
SEKDAKAS
ASIS
ASISTEN I

 AsisTEN I %

71 EAEAGHUKUN |

[}

TEN |

NIV |,

.....

KEPALA DINAS CAMAT
PENDAPATAN | = ™| BANJARAGUNG
I
|
I
I
|
KELOMPOK
JABATAN = wm == = KEPALA UPT -———————|
FUNGSIONAL
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA
Keterangan : = QGaris Komando/Perintah

Garis Koordinasi

BUPATI TULANG BAWANG,

:

HANAN A. ROZAK
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR . TAHUN 2015
TANGGAL - 2 Nopember 2015

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH I

KEPALA DINAS CAMAT
PENDAPATAN = = ™ BANJARAGUNG

KELOMPOK
JABATAN = == == == KEPALA UPT ;-———————-I
FUNGSIONAL

KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA

Keterangan : = Garis Komando/Perintah

= == == == == = = (Garis Koordinasi

BUPATI TULANG BAWANG,

W-

N A. ROZAK
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LAMPIRANTII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR  : &)  TAHUN 2015
TANGGAL : -2 Nopembor 2015

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELLAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH 11

KEPALA DINAS CAMAT
PENDAPATAN |™ ™ ™ BANJARMARGO
I
i
|
|
|
KELOMPOK
JABATAN - oem == o= KEPALA UPT -——————J
FUNGSIONAL
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA
Keterangan : = QGaris Komando/Perintah
— == == == == == = (Garis Koordinasi
RAF KOORDINAS
P_;AW ~ ._9;9?12} e\"' BUPATI TULANG BAWANG,

1 IWAkiL BUPAT

2ISEKDAKAS

3| ASISTEN 1

41 ASISTEN 1T - - )

5 ASIS’Tr.H i *f’ HANAN A. ROZAK
7

A*f'

SISTEN .W o xRl
7 -KABAG HUKUS jak:
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LAMPIRANII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR . 2Z)  TAHUN 2015
TANGGAL _: 4 Nogmbar 2015

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH I

KEPALA DINAS CAMAT
PENDAPATAN = = ™ BANJARMARGO

KELOMPOK
JABATAN  |mm mm wm m KEPALAUPT | = == == o= o e o
FUNGSIONAL
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA
Keterangan : = Garis Komando/Perintah

— = == == == = = (3aris Koordinasi

BUPATI TULANG BAWANG,

HA . ROZAK

13



LAMPIRAN IIT

: PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL _: 2 Wopember 2015
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILLAYAH III
KEPALA DINAS CAMAT
PENDAPATAN == MENGGALA
|
|
|
|
|
KELOMPOK I
JABATAN |mm mm == = KEPALAUPT b == == == == s o e
FUNGSIONAL
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA
Keterangan : = Qaris Komando/Perintah
= == == == == == = (Garis Koordinasi
» P?\R AF L@mﬁ.“ﬂ; ] BUPATI TULANG BAWANG,
1 e euran 1. E
2|SEKDAKAR - 4. .1
3 ASISTEN § b/ !
ARASISTEM BT &/
4 HANAN A. ROZAK
SIASISTEN R .F.
Ts};éif’ﬁ;ﬁfé | 0
$17 T R
" . el
i - _—
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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR - 29  TAHUN 2015
TANGGAL _: 2 Noember 2015

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH I

KEPALA DINAS CAMAT
PENDAPATAN | & 7] MENGGALA
I
I
I
i
I
KELOMPOK
JABATAN = == == == KEPALA UPT -——————J
FUNGSIONAL
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA
Keterangan : = Garis Komando/Perintah

= == == == == == = (Jaris Koordinasi

BUPATI TULANG BAWANG,

s

A. ROZAK

14



S1

T -
ldins f rovvcsnnes g
0 ;
;g; L T
Tl AL NALSISY 19
SIVZOY 'V NVNVH {;} i uaisiev|s
® © naisievly
1 N3LSISY (€
= EY¥YVaNas|z
Uy ] enaamlL
.‘»g‘w:.—.—_‘- mavr JESSRPRE LN IS,
“ONVAVE ONVILL ILVANY | SVMO00% 1veid

ISBUIPIOOY SHIBD) = mm mm mm s

eJULISJ/OPUBTIOY SLED) — - uegueIsloy
VHVSQ VLVL
NVIOVE d0S VIVdII
TVNOISONNA
| MOdINO T
I
I
. HAWIL ALIf VAVYH
N
| I | L. | NVLVdVANId
] | SVNIA VIVdIA
. NVLVTAS ALIf VAVYH d
| LVINVD B

ATl HVAVTIM HVEAVA VIV NVNVAVTEd
SINMAL VNVSMVTAd LINAQ ISVSINVOYO ¥NILMNALS

S0 Jogwiade(N ©°  TVDDNVL
SIOZNNHVL & AONON
ONVMVE ONVINLILVING NVINLVIAd © Al NVIIdAVT



SI

MVZOY 'V N

‘ONVAVE ONVIAL ILVINd

ISBUIPIOOY SHIBL) = mm mm s s o o

JEBIULIDJ/OPUBWOY SLIBD) — : ueSueIo}oy

VHVSQ VLVL
NVIDVE d1S VIVdIDI

TVNOISONNA

MOdINOTIM

|
I
I
|
1
L

J  dNAIL nLIc vAva |
r LVIAVO 1
-l L | NVLVdVaNdd
I ] SVNIA VIVdII
L | NVLVTIS ALIf VAVY |
LVIAVD

Al HVAVTIM HVEAVA JIVIVd NVNVAVTEd
SINMAL VNVSMVTAd LINQ ISVSINVOYO 4NLINYLS

ST0Z JodeN = ¢ IVDONVL
SIOZNNHVL [ ©  4OWON
ONVMVE ONVINLILYANG NVINLVEAd @ AINVYIJAVT



LAMPIRAN V

. PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR - 29  TAHUN 2015
TANGGAL . 2 Mopevber 2015

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH V

KEPALA DINAS
PENDAPATAN

CAMAT I
:' GEDUNG MENENG _:
= = r
CAMAT
L - DENTE TELADAS [ -

KELOMPOK

FUNGSIONAL

o o -

TATA USAHA

KEPALA SUB BAGIAN

Keterangan : =

ASISTER I |/
ASISTEN T §.
ASISTEN TF ’f
ASISTEN IV §

[ e

§
!

SEKDAKAS' i
|
f

» o s ]

oy
w1mon

- sma@e-r

N S igaai

Garis Komando/Perintah

Garis Koordinasi

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

16



91

MVZOu 'V VH

‘ONVMVE ONVINL ILVdNd

ISBUIPIOOY SIIBD) = mm mm o wm o

JBIULIOJ/OPUBWOY] SLUBD) — : uegueIoloy
VHVSQ VLVL
NVIOVE 90S VIVATI
TVNOISONNA
: MOJNOTI
|
|
|
J  SvaviardINIa |
I r LVIAVD 1
L J L. —| NVLVdVAN3d
g 1 SVNIA VIVdD
L ONANTW ONAATD e
’ LVINVD -
A HVAVTIM HVHAVA IVIEVd NVNVAVTHEL
SINMAL VNVSMVTHAd LINQ ISVSINVOYO dN.IMNALS
i |
S10¢ JoYWa0N - - IVDDNVL
SICNNHVL [ @  ¥OWON

DNVMVE ONVINL ILVdNE NVINLVIdd - A NVHEIdNVT



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR . 20 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 \\IogZMoQF 2015

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH VI

- CAMAT i
r GEDUNG AJI BARU =
KEPALA DINAS i i
PENDAPATAN [~ ™1 r A
CAMAT
L "™ PENAWARTAMA [ - :
|
i
|
KELOMPOK N
FUNGSIONAL
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA
Keterangan :

= Q@Garis Komando/Perintah

= == == == == = = (Garis Koordinasi

1TWARIL BUSA
2{SEKDAKAS
aLASISTEN T |-
AlAsISTEN T |,
% ‘}
6

T

BUPATI TULANG BAWANG,

ASISTEN LT
ASISTEN IV §..

"
T M7k

HANAN A. ROZAK

17



L1

MVZOd 'V N

e

‘ONVAAVE ONVINL ILVdNg

ISBUIPIOO] STIBL) = == mm o wm =

URIULIO J/OPUBWIOY SLBD) — : uedueIoloy
VHVSA VLVL
NVIOVE 90S VIVADI
TVYNOISONNA
—— o e  m wm wm omw omm omm omw | LA VIVAEN  fem e NVIVIEVE
B MOJWOTII
l
i
|
|
J  VAVLAUVMVNId |
I r LVINVD 1
L4 L | NvLvdvandd
i I SVNIA VIVJTI
L | ouvairrvonnaas |
LVIAVD
IA HVAVTIIMA HVIEAVA VIV NVNVAVTEL
SINHL VNVSIVTAd LINQ ISVSINVOYO YA ILMNALS
ST0C ?%wdoy » © IVODNVL
STOTNNHVL (o JOWON

ONVMVE ONVINLILVANE NVINLVIAd @  IA NVIIdAV'T



LAMPIRAN VIl : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR  : 29  TAHUN 2015

TANGGAL : & WWQ( 2015

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH VII

_ CAMAT e -
‘ PENAWAR AJI
KEPALA DINAS i i
PENDAPATAN [T M r
CAMAT
L - RAWA PITU -

R ——

KELOMPOK _!
FUNGSIONAL

KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA

Keterangan : = Qaris Komando/Perintah

= == == = == = = (Garis Koordinasi

PR AT TOORDMASL BUPATI TULANG BAWANG,

e T s

BuRAT |3/,
SEKDAAS |- 4. |
asisTeN | 1./, .|

D)

-

")

HANAN A. ROZAK

18



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : Bf) TAHUN 2015
TANGGAL : 2 Na?@.m(:er 2015

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH VI

p CAMAT .
PENAWAR AJI
KEPALA DINAS i i
PENDAPATAN [~ ™1 | |
CAMAT
L - RAWA PITU - :
|
I
|
KELOMPOK N
JABATAN =S KEPALAUPT _______ I . N - . ..
FUNGSIONAL
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA
Keterangan : = Garis Komando/Perintah
————— = = Qaris Koordinasi
BUPATI TULANG BAWANG,

AN A. ROZAK

18



61l

e R —
i i
i 3

; ..... e g
X

| /aé GUNAHOYEYH L |

| AL N3LSISY {9
I K3LSISY {5
MVZOYU 'V NVNVH I NZLSISY Y
I HALSISV {E
BYYVEN3SZ
uvana 'ﬂ‘im b
‘ONVAVE ONVINL ILVdANd r I5VA 14005 "”'Wd
ISBUIPIOOY SUBL) = == == mm == ==
BJULIS J/OpuewOy SLRD) = : ue3ueIa)oy
VHVSQN VLV.L
NVIOVE 418 VIVADI
TVNOISONNA
M BN N SN B S S s . _— e e lm V’TVJH)I o — NVIVHVI'
I MOJINOTII
l
|
I
|
i IV VSIVIAIN -
1 r LVIAVD 1
Ld L | NvLvdvanid
I ] SVNIA VIVATI
- IV ONNaIo
i LVIAVD T

IIA HVAVIIAA HVHAVA JVIVd NVNVAVTEd
SINMAL VNVSMVTAd LINQ ISVSINVOYO dNIMAALS

ST0C TO9WdN) = IVDDNVL
SIZNAHVL [ ©  OWON
ONVMYE ONVINLILVANG NVINLVIAd © [IA NVIIdNVT



61

MVZOd 'V N
%\

‘ONVAVE ONVIAL ILVdNd
ISEUIPIOOY SHIBD) = == == == om o o
[RIULISJ/OPUBWIOY SLIBL) = : ueSueIojoy
VHVSQA VLVL
NVIDOVE 408 VIVdI
TTVNOISONNOA
r ————— _-— - . S - S S l({ﬂ V’IVJE[}I h — NVlVaVI'
MOdINOTEA
|
i
I
I IfV VSIVIHTIN
l r LVIAVD 1
L J L. | NVLVAVANAd
] | SVNIA VIVda
L IfV ONAAID L
LVIAVD

IIIA HVAVTIMA HVHAVA JIVIVd NVNVAVTEd
SINMAL VNVSMVTHd LINN ISVSINVOIO 40LINYLS

S0 JoSwdony) = © IVODNVL
$10Z NOHV.L é © JOWON
ONVMVE ONVINLILVANEG NVINLVYEd © A NVIIdAYT



0¢

....... .

%é EANNH OvEYY |

“T*=1 AI N3L8ISY {9

MVZOU 'V NVNVH # H N3LSISY (&

“-} O nN3sIsvib

-1 1 N3LSISY (¢

-l VMNONES|Z

7y | MINERETE |

‘ONVAVE ONVTIAL ILVANd T ISYNIGNO0 Ave i |

ISBUIPIOOY SHIBD) = mm mm == mm o

UBJULIOJ/OpUBWIOY SLBD) = - uedurIdleYy
VHVSQ VLVL
NVIOVE 90S VIVATI
TVNOISONOA
i— - o e e e R LdA VIVdIY b= = NVLVEVE
: MOdINO T
i
|
I NAVE AVINVE
I r LVIAVD 1
L4 L. | NVLVdVaNdd
I I SVNIA VIVdII
L | YOWIL VIVOONIW
il LVIAVD -

XI HVAVIIM HVEAVA VIV NVNVAVTHEd
SINMAL VNVSMVTHAd LINA ISVSINVOYO 4N IMNULS

ST0T NNHV.L JOWON
ONVAMVE ONVINLILYVdNEG NVINLVIEd @ XINVIIdAVT

S0z ﬁm%ﬁ: TVODNVL
g ;



0T

MVZOu 'V

‘ONVAVE ONVTIAL ILVINd

ISBUIPIOOY SHIBL) = mm mm = o o o

R
YBIULIDJ/OPUBIIOY SLIBL) — . uegurIo)oy|
VHVSN VLVL
NVIOVE 4AS VIVdDTI
TVNOISONAA
i— ______ (R ——— N 00 B A A 2 IC D R — NVIVEVE
MOdINO T .
I '
|
|
| NAVE AVIENVE
i r LVIAVD 1
L | L. . NVLVdVANid
] | SVNIA VIVdTA
' ANNWIL VIVOONITIN
g LVIAVD B

XI HVAVIIM HVEIVA IVIVAd NVNVAVTHEd
SINMAL VNVSMVTHAd LINA ISVSINVIOHO 4N LINULS

S10¢ Jacpmaaomzi TVODNVL
ST10Z NNHV.L BZ : JOWON

DNVMVE ONVINLILVdAG NVINLVIAd @ XINVIIdAVT



